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l1l. Penutup

Penyelesaian sengketa pilkada di MK
harus berkepastian hukum dan berkeadilan
agar proses pemilukada berlangsung jujur
dan adil, sesuai dengan aturan perundang-
undangan yaitu sebagaimana yang
diamanatkan dalam pasal 18 UUD 1945.
Hal tersebut dilakukan karena adanya
perubahan-perubahan dalam proses
penyelenggarakan Pilkada. Perubahan

dinamis tersebut dimungkinkan terjadi

sengketa. Karena adanya ketidak puasan
dengan aturan KPU, Pasangan calon yang
tidak puas dengan kinerja KPUD Daerzh,
atau sesama peserta pilkada (pasangan
calonyang akan mengikuti pilkada ).
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